
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
Penyelenggaraan N^ara yang Bersih dan

orupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
""  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, j)

L> mbaran Negara Republik Indonesia t

PERUBAHAN AT Ai i PERATURAN B pPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTAN i >ELIMPAHAN Kl [WENANGAN DALAM PENERBITAN,

PENANDATANGA M N JENIS PERIZi NAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA

DINAS PENA^AMAN MODAL D KH PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUP ^TEN BOMBANA

DflNGAN RAHMA' f TUHAN YANG MAHA ESA

B^PAjTIBOMBAKA,

bahwa unti ik menyesuaikan dinamika Peraturan
Perundang-undangan dan kebutuhan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bombana
khususnya dalam penertiban, penandatangan jenis
perizinan dai I non perizinan lingkup Dinas Penanaman
Modal dan ]>elayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bombana, mtka Peraturan Bupati Bombana Nomor 11
Tahun 2018: tentang Pelimpahan Kewenangan dalam
Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan, Non

Perizinan kejiada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Tei  padu Satu Pintu Kabupaten Bombana, perlu
dilakukan pei ubahan dan penyempumaan;

. bahwa berdat feirkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bom Sana tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bomtiana Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pelimpahan : Kewenangan dalam ^^erbitan,
Penandatar^i fnan Jenis Perizinan, Non Peiizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

u Pintu Ka^bupaten Bombana.
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Indung
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BUPATI BOMBANA
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' [ENTANQ

PERATURA^
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.AWESI TESGGARAPROVIHSI SU
BUPA' I BOMBAHA



t.   Undang-Undkng Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2008tentang PelayaranfLembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Und|fuig Republik Indonesia Nomor  18 Tahun

2009tentang Peternakan dan Kesehatan HewanfLembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  84,
Tambahan llembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015);    1

l.Undang-Und|kng Republik Indonesia Nomor  25 Tahun

2009  tentang  Pelayanan Publik (Lembaran   g
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahanf
Lembaran N<jgara Republik Indonesia Nomor 5038);   f

Undang-Und ang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran N^̂ gara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undeng Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2003tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bombana,
Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339};

Undang-Und^ng Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);    1

Undang-Undj^ng Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran N^gara Republik Indonesia Nomor 4355);

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004tentang Praktek Kedoktcran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran N^gara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undmng Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan
Lembaran NcWara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undpng Republik Indonesia Nomor  14 Tahun
2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  61,
Tambahan ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);



Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 J
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu LI

A
Mtnteri11. Peraturan

tentang Ped
Satu Pintu;

.6. Peraturan Ppmerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pcmberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

.7. Peraturan Pfmerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawaaan Penyelenggaraan
Pemerintaha 1 Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tiihun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repu i>lik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan I tesiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan lerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

.9. Peraturan I tesiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggai &an Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

!0. Peraturan M (nteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1332 / Menkes/ SK/X/2002 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
922/Menkes Per/X/1993 tentang Ketentuandan Tata
Cara Pembeifan Izin Optikal;

.2. Undang-Und ^ng Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O49)t

.3. Undang-Undjjuig Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undpng Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakati terakhir dengan
Undang-Undifcng Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahail Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.5. Undang-Undkng Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan iJembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);



^ Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun i
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran I
a Bombana Tahun 2013 Nomor 13);   4 Yt

t0. Peraturan E aerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin
Praktek Do! ter (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2008 fJomor 18);

81.Peraturan D^erah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun
1   2009  tenting  Pajak  Reklame  (Lembaran  Daerah

Kabupaten I ombana Tahun 2009 Nomor 8);

J2. Peraturan D^^erah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun
2009 tentar g Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah
Kabupaten ^iombana Tahun 2009 Nomor 9);

19. Peraturan 1

2008 tents
(Lembaran
Nomor 5);

Daerah Kabi paten

h Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun
Izin Usaha Industri  dan Perdagangan

5aerah Kabupaten Bombana Tahun 2008

028/Menkes

14. Peraturan M
Pertanahi
Lokaai (Ben
Nomor 647);

25. Peraturan ifenteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012
tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Ni igara Republik Indonesia;

!6. Peraturan Venteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repu [>lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

27.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1906);

>8. Peraturan K epala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 13 T^^iun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan da^j Faailitas Penanaman Modal;

rPer/I/2011 tentang Klinik;

iteri Agraria dan Tata Ruang/KepaJa Badan
*Jasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin

Negara Republik Indonesia Tahun 2015

ienteri  Pertanian Nomor  13/Permcntan/
tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan

jlan Unit Penanganan Daging {MEAT CUTTING

23. Peraturan tf. jsnteri Kesehatan Republik Indonesia Nom

12. Peraturan
OT.l 40/20 H
Ruminai
PLAJV7);



(ah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

ldelegasian keflpnangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5

:ndelegasikan kewenangan atau tugaa lain I
kepada KJcpala Dinas Pejtanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu L

Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018

dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis

fpada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

ipaten Bombana diubah sebagai berikut:

m Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018

dalam Penerbit^n, Fenandatanganan Jenis

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

tu  Kabupaten Bombana sehingga berbunyi

lampiran yang merupakan bagian yang tidak

^MUTUSKAN :

PERATURAN ! BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG I PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM
PENERBITAN \ PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN
NON PERIZIlAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DA^ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN pOMBANA

Pasal Ii

r 7 );No

r 15);

Non Perizinan

^epadu Satu PL

ercantum dalai

d^ ri Peraturan Bu

(3) Pasal 7 diul

Peli n] lahan Kewenam an

i Perizinan k

Satu Pintu Kal

ipiran II Peran.

:ter tufin c

lupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang
! Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

inas Penanaman Modal dan Pelayanan
Pintu Kabupaten Bombana.

^aerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
ig Pembentukan dan Susunan Perangkat
rnbaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun
j-3(;

f>aerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun
iig Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
7 )

35.Peraturan

2016 teni
Daerah {Is
2016Nom

36.Peraturan

2017tenta
Permukima
Tahun 201'

37.Peraturan 1

Kedudukar
Tata Cara
Terpadu Se

Sombana Tahun 2013 Nom

34. Peraturan ] laerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun
2013 tents ig Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah

terpisahkan

2. Ketentuan

Perizinan (

Pelayanan

Beberapa kel

tentang Pelim]

Perizinan dan

Pelayanan Tcrp di

1. Mengubah



A TAHUN 2018 NOMOR ,^

Pasal

Cabui ai

dibid^ng p^rizin^n s^bagaiman^ dimakaud

p< jnerimaan, proses penzinan, penandatanganan

keputusan tentang perizinan dan non

epaia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bombana.

Ein kewenangsh

I 5, meliputi

H. BURHAHUDDN
BERITA DAERAH K

Ditetapkan di Rumbia

ip iti ini mulai ber aku pada tanggal diundangkan.

:ngetahui lya, memerintahkan pengundangan Peraturan

d^ngan penempt tannya dalam  Berita Daerah Kabupaten

, Penandatang |r

iilakukan oleh

itu Pintu Kal

Bupati ir

Bombana.

Peraturan ft

surat kf pi

Penei

penzme n

Tcrpadi
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